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ABSTRAK

Disharmonisasi norma dalam sistem peraturan perundang-undangan antara UU
Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018
mengakibatkan hukum tidak lagi dapat menjalankan fungsinya. Adanya perbedaan
antara Undang-Undang Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum terhadap bakal calon legislatif dalam Pemilihan Umum menbuat ketidak-
sinkronan antar peraturan. sedangkan komisi pemilihan umum merupakan peraturan
perundang-undangan yang sifatnya setara dengan peraturan pelaksana undang-
undang. Masyarakat memandang hukum sebagai suatu perwujudan hak, suatu
pengertian yang menitik-beratkan pada pengaturan moral. Hukum mengatur
kehidupan bermasyarakat karena tanpa hukum kehidupan bermasyarakat tidak akan
bisa tertib. Menjamin adanya perlindungan yang tepat terhadap hak-hak setiap orang
dan menentukan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sehubungan dengan hak-
hak tersebut. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, badan legislatif merupakan
badan yang berwenang dalam pembentukan Undang-Undang diperlukan
pengawasan yang lebih ekstra dari pembentuk produk hukum agar hukum-hukum
yang baru dapat benar-benar memberikan jaminan kepastian, keadilan dan tegaknya
hukum di masyarakat bukan justru sebagai perbandingan atau perbedaan yang
menyebabkan tumpang tindihnya aturan hukum dalam sistem peraturan perundang-
undangan.

Kata Kunci: Disharmonisasi, Calon Legislatif, Pemilihan Umum

ABSTRACT

The disharmonization of norms in the system of laws and regulation between
election law number 7 of 2017 and KPU Regulation Number 20 of 2018 resulted in
the law no longer being able to carry out its function. The discrepancy beetwen the
general election law and the general election commission regulation on legislative
candidates in the general election creates a dissynchronization between regulation.
Meanwhile, the general elction commissionis a law that is equivalent to the
implementing regulations of the law. Society views law as a manifestation of rights,
an understanding that focuses on moral regulation. The law regulates social life
because without the law social life will not be orderly. Ensure the appropriate
protection of the rights of everone and determine the obligations to be fullfilled in
relation to those rights. In the government system in Indonesia, the legislature is the
body authorized in the formation of laws, extra supervision is needed from the
framers of legal products so that the new laws can truly guarantee certainty, justice
and law enforcement in society, not just as a comparison or difference that causes
overlapping system of laws and regulation.
Keywords: Disharmonization, Legislative Candidates, General Election
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